8-3-3 Am_i[isis Dampak Lingkungan

(1) j’l'cdiksi dan Evaluasi Dampak Utama

Dampak/faktor-faktor utama lingkungan yang discbabkan oleh pembangunan perumahan dan
pemukiman di P. Panjang dan Jatiasih dalam setiap tahap proyek, yaitu tahap pra-konstruksi,
konstruksi dan pasca konstruksi disajikan pada Arlikel 8-3-2 Tabel 8-3-1 Matriks Penelitian
Lingkungan. Prediksi dan evaluasi dampak/faktor-faktor ini diuraikan dalam artikel-artikel
berikut. Sedangkan beberapa d’nmpak penting lingkungan yang disebabkan olch kegiatan-
kegiatan proyek disajikan dalam Gambar 8-3-4 (untuk P. Panjang) dan Gambar 8-3- 5 (untuk
- Jatiasih), masmg—masmg, dllll‘alk’ll} d'ihm rencana I‘/S (Studl Ke}ayakan)

1) Tahap Pra- Konstruksn _ 5 : o s _
Dampak utama lingkungan pada (ahap pra- konslrul\sn yang dlsebabkan olch pembangunan -
perumahan/pemukiman direpresentasikan dengan adanya friksi/keresahan masyarakat pada

masyarakat pedesaan dan/atan penduduk karena urbanisasi, dan pemuklman kcmbah/relokasn '
di lokasn P. Pan]ang/KASlBA dan J‘lflﬂSlh/KOIlSO]ldaSl Tanah.

. FrlksﬂKercsahan ‘\rIaS) arakat karcna UrbamsaSI

Urbamsasn masyarakat alau konver31 masyarakat darl daerah pedesaan ke perkotaan tidak
- dapat dihindari cepat atau tambat didacrah pinggiran kota di DKI Jakaria, mlsalnya daerah
. BOTABEK, termasuk P. Panjang dan Jatiasih. Pola urbanisasi di wilayah pinggiran kota DK1 .~

Jakarta dapat diklasifikasikan kedalam dua pola, yaitu urbanisasi spontan dan urbanisasi - -

karcna adanya proyek dan pembangunan perumahan/pemukman Dl P Panjang dan Jallasnh : .
- adalah berkaitan dengan hal yang kedua ‘ R S : -

UrbamsaSI karena proyek yang dlsebabkan pembangunan perumahanfpemuklman pabnk dan
© perdagangan adalah untuk nienjamah dacrah pedesaan, menghasﬂkan campuran masyarakat
pedesaan dan perkotaan didaerah - pedesaan terfentu, Masyarakat/dacrah pedesaan yang
bersebelahan dengan lokasi (tapak) proyek akan secara sosial dan/atau ckonomi dipengaruhi -
oleh daerah perkotaan yang berdckﬁlan akibat perubah'm karaktenstlk masyarakat dan s
' pedesaan kc perkotaan o : = : — '
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Gambar 8-3-5 Peta EIA di Kawasan Studi Jatiasih
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa potensi dampak sosial karena proses proyek yang
membawa urbanisasi ini adalah friksikeresahan sosial antara masyarakat pedesaan dan
perkotaan pada masa transisi urbanisasi. Dampak sosial pada proses urbanisasi yang
berkaitan dengan pembangunan pcrumahau/pcmuknmn dapat digambarkan sccara skematis
dalam Gambar 8-3-6.

{(Masa Transisi Urbanisasi)

Masyarakat Campuran Masyarakat Masyarakat
Pedesaan Pedesaan dan Perkotaan Perkotaan
J Y '

Proyek Pembangunan
Perumahan/Pemukiman
F U

Friksi/Keresahan Sosial
karcna Urbanisasi

Gambar 8-3-6 Diagranl Dampak Sosial Pada Proses Urbzini_s_asi

Di dacrah pinggiran DKI Jakarta, pengurangan masalah sosial tersebut diatas karcna
pembangunan perumahan/pemukiman adalah tidak pada bagaimana melestarikan masyarakat
pedesaan yang berdekatan dengan lokasi proyck tetapi bagaimana melancarkan perubahan
dari pedesaan keperkotaan dengan tinjavan untuk memperkecil dan mengurangi potensi
masalah-masalah sosial karena hal tersebut.

Dampak sosial yang diuraikan dalam artikel ini yailu friksitkeresahan sosial karena
urbanisasi, berkaitan langsung  dengan  kesenjangan tingkat layanan sarana  dan
prasarana/utiliti umum dan layanan-layanan antara dacrah yang tetah dibangun perumahan/
pemukiman dengan masyarakat pedesaan/daerah hunian yang ada dlsckchlmgnya Dengan
dem_lklan mengenai pengurangan dampak penting ini, artikel berikut mengenai “fasilitas
wmum” akan menjadi acuannya, Sedangkan sebagai faktor plus, kesempatan kerja akan
terbentang luas diseluruh daerah studi baik di P. Panjang maupun Jatiasih.

f _ Rescttlement / Rc[okas:

Pada umumnya keresahan masyarakat blsa terjadl dlsebabkan karena pcmakalan lahan untuk
proyek dan merugikan penghidupan dan dasar ekonomi terhadap masyarakat dan
menyebabkan mereka cemas tldak akan menerima penggantian yang sesuai scbagai
kompensasi, ~ bangunan - dan  lahan - perlanian - utama - yang . menjadl sumber
Penghldupanfkeglatan ckononu mcrcka TR :

-Besamya dampak sosml terhadap resettlement/relokasn yang disebabkan olch kegiatan
pemukiman kembali bisa tergantung pada metoda pembangunannya. Dengan demikian
- pembebasan lahan/metode KASIBA di I Panjang dan metode konsolidasi tanah di Jatiasih
menimbulkan dampak ~yang sangat berbeda pada pemilik tanah dan/atau rumah

- tangga/penduduk di lokasi proyek, karena pada metode pertama mendorong mereka untuk

meninggalkan lokasi, sedangkan yang kedua mereka tetap berada di lokasi tersebut.
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[Palung Panjaugll(ASIBA] o : ; S

Didacrah studi P. Panjang, penmklman kcmball blsa tcrjadl secara bcsar—besaran karcna
penguasaan/pembebasan  tanah  oleh - pembangunan  perumahan atas dasar  KASIBA,
- Gangguan terhadap mata pencaharian melalui penguasaan lahan oleh proyek akan merupakan
- schab utama adanya dampak sosial pemmg terhadap pemilik lahan dan rumah tangga,
termasuk pemilik lahan kecil, petani penyewa dan masyarakat yang kurang produktif yang
mungkin termasuk lerkena dampak saling serius di lokasi proyek.” Pada wnumnya,
pelaksanaan pemukiman kembali yang buruk dapat lllCllyeb’ibkal‘l kemiskinan, sebagai akibat
akan timbulnya masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki lahan tempat tinggal,
Dengan demikian dapat dievaluasi bahwa resettlement/retokasi dan keresahan masyarakat,
sebagai akibat dari kegiatan proyck pembangunan perumahan atas dasar KASIBA di P.
Pamang dapat dlkategorlkﬂn scbagal dampak yang sangat penllng ' Lo - :

'[Jatlasleonso]ldasn lanah] Lo S
Di Jatiasih, bahkan jika ada bebcrapa pcnyesualan/rclokas; dllaksanakan untuk persﬂ

pcrumahan eksrstmg oleh kegiatan proyek, dampaknya mungkin agak kecil bila dibandingkan -

dengan pembebasan t'lmhfpembangunan KASIBA di P. Panjang, karena konsep dasar dari
~proyek di Jatiasih ini adalah -konsolidasi tanah, yaitu “pelestarian  dan kelanjutan dari
~ hak/nilai/utititi ~ tanah”. Dengan “demikian dapat dievaluasi - bahwa pemuklman
- kembali/relokasi sebagai hasﬂ darl konsohdam tanah di Jat_msnh_ dikategorikan memiliki
: dampak pentmgkecﬂ ' : L T s

h ',2) TahapKonsiruks: _ : RS T L .
- Keglatan utama dalam tahap konslruk31 unluk pembangunan perumahanlpemuklman adalah
© penyiapan: lahan,’ pcmbangumn sarana dan’ prasarana, seperti - jalan," penyedlaan air,

penyediaan tenaga, sistem komunikasi, pembuangan air - limbah, pembuangan air- huym

- pengolahan limbah padat, dsb. Aklwnas ini bisa memmbulkan dampak hngkungan terulama -

lerhaddp keadaan hm’.' oiogl dan ctos: mnah

Hldrologi / Eros: Tanah

' Gangguan terhadap hrdrologl alann/51ste1n dramase terulama se!ama musm‘u hu_]an adalah' .
perubahan keadaan dasar sungai dan/atau aliran sungal karena hanyutnya laplsan atas tanah

dan aliran air kerub/limbah bongl\aran kedalam sungai, bisa menyebabkan erosi tanah pad'lf T

- lok‘151 proyek dan banyr/genangan di bawah dacrah tersebut L T

- Pengalaman yang lalu mengenm b"mjl[’ pada !ahap konstrukSI pada proyek pembangunan, . o
pcrumahan di Bumi Serpong Damai yang terletak kira-kira 14 km' sebclah T;mur I aut lokasnl S

P. Panjang, dllaporkan d'ilam Laporan IBRD tahun 1990 sebag'n berlkut

Tata guna fahan ash dl Iokas1 Buml Serpong Damal adalah perkebunan karet yang

mempunyan koefisien aliran permukaan kira-kira 0.3 sampal 0.4. -:Dengan pembersihan
lahan ini, koefisien dapat meningkat dari 0.7 sampai 0.8, atau hampir dua“kali angka
aslinya. Dengan asumsi intensitas curah hujan maksimum adalah 10 mm/h, kemudian
untuk sebidang tanah dengan luas 100 ha selama tahap. konstruksi terdapat: aliran. air.
permukaan antara 7000. sampai 7000 m3fha alau sekitar. 2.0 sampai 2.225, m3idet!k
Peningkatan jumlah aliran air, permukaan int dapat menghambat daerah bawah atau. hi hr_
| dari proyek, karena kapasuas dralnase yang ada tidak dapat’ menangam banyaknya ahran'
air permukaan ini dan demlklan akan dapat menyebabkan banjlr lokal :




| Parung l’anjang ] ' :
Reklamasi lahan (cut & ﬁll) akan dllaksanakan dalam skqla bes‘tr dalampcngembangan
perumahan di tokasi P. Panjang. .
Karena rencana pcl'1ks"inamﬂproscs/schcdulc yang tidak mcncukupl, bcberapa dampak crosi
tanah di lokasi proyek dan gangguan terhadap sungal sungal d} sekltarnya seperli sungal
Clgagamung dan Cibunar, blS’i terjadl .

[Jatnasnh] - - ' : : ' : .
- Di Jatiasih, sungal Cakung mcng'ihr sepanymg ujung B'iral daerah studl clan Selatan kc Ul'ira
dan kemudian bermuara di laut Jawa melalui sungal Buaran dan Cakung yang terletak
disebelah Timur DKI Jakarta. Sepanjang sungai-sungai ini, beberapa dacrah banjir dan/atau
~ genangan telah terdapat di sebelah utara DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat diprediksi
bahwa pembangunan permmhanlpcmuklman di Jatiasih bisa memiliki dampak penting
terhadap akselcraSI b:mjlr ini. ' : :

) TahapPaska Konstruksn T T e e IR
~ Dalam - tahap ~ paska-konstruksi tidak  ada " kegiatan ~ khusus =~ proyck - kecuali
_ pengelotaan/monitoring sarana dan prasarana yang dilaksanakan dalam tahap konstruksi
. proyek. Namun demikian, bcbcrapa dampak ncgatif yang potential telah dlpredlksﬂdlevaluaﬁ :
terhadap faktor—faktorlmgkung’m dari lalu-lintas/angkutan, fasilitas umum, air tanah, keadaan
_ hldrologlfbanjlr air llll]b‘lh dan hmbah padat Sccara detall dlbahas dalam artikel benkut ini.

Lalu LmtasIAngku(‘m TR IS

Jumlah pcnduduk yang memngkat drashs ; “karena : adanya . pcmbangunan _

o perumahanfpemukmlan, peningkatan beban lalu lintas pada sistim/fasilitas angkutan yang ada
- bisa mcnycbabkan memburukuya kemacetan lalu lintas lokal dan bisa menmgkatkan'
: kccela!-.aan Ialu lmtas di daerah danfatau dacrah sekelllmg lokam proyck :

: [Parung Pan]ang] i : ' : ' o e
- Didaerah studi P. Pan_)ang, Jl K H Salmn (Ja!an dcsa) dengan lebar 4-6 m dan dl aspal .
~ melintasi batas Selatan dacrah studi dan menghubungkan ke Ji. P. Panjang (jalan Kabupaten). .
Jalan-jalan lain yang menghubungkan daerah studi, sempit dan kebanyakan belum di aspal. -

- Sementara itu, bebelapa jalan lokal internal melintasi Jalan kereta apl Jakarta-Merak tanpa

e ‘pintu/pagar kereta api pada titik persimpangan jalannya. - * . _
~ Jumlah penduduk yang meningkat pesat di kawasan sludy, dlperknrakan akan mengaklbatkan
" dampak negatif yang potensial pada kemacetan lalu lintas dan/atau kecelakaan d1 Jalan yang

) menghubungkan area slud1 termasuk dl Jalur Lereta api yang me]mtasmya

[Jatlasm] S e - S : R , L
. Di Jatiasih, karena kcglalan proyck konsohdam lanah penduduk d1 daerah sludl ildak akan :

o menmgkal secara drastis seperti di lokasi P. Panjang telapi meningkat dengan perlahan Jalan-
+ jalan utama yang ada yaitu dua buah jalan Kabupaten dan dua buah jalan Kecamatan, adalah
. cukup. lebar dan diaspal .dan ‘mencakup sebagian besar dari area proyek dan sekltamya
- Disamping itu, jalan: to! yang diusulkan:(jalan lingkar- luar) akan melintas dibagian utara
% wilayah studi di waktu dekat ini. Dengan demikian di Jatiasih, dampak terhadap masalah lalu :

o Fasnlltas Umum

hntas dl daerah tcrscbut dan sekl{amya dlevaluam sebagal dampak kecnl/mmor B

L Pada saat lm, dl daerah sludl P Panjang dan Jahamh termasuk daerah sekltarnya, tmgkat



pelayanan utilitas umum dan saﬁgat rendah. Sementara itu sarana dan prasarana yang
mencukupi untuk kebutuhan manusia akan dltangam/dllaksanak‘ln dllokaSl P Panymg
maupun Jauasm olch kcgmt’m proyek. : Sl e

Karena pcmbangumn pcrunnhmﬂpcmuklman, kcscnjangan tmgkat pelayanan darl sarana d'm
prasarana umum scperti pengadaan listrik, penyediaan air, sambungan telepon keadaan
~ jalan/lalu lintas, pengmnpul'm/pengangkutan/pembuangan limbah, pengolahan air limbah,
drainase storm-water dsb, antara dacrah '~ pembangunan perumahanfpemuklman dan
- masyarakat/penduduk  yang berada disckitarnya bisa terjadi. - Keésenjangan ini- bisa
menimbulkan dampak negatif peniing terhadap keresahan sosial dan ckonomi dan!atau
kcccnﬂmruan darl masyarakat!pcnduduk dlscklhr lok‘tsn proyek di P. Pamang dan Jahasnh

All‘ Tanah

Hablsnya sumber air tamh dan mengermgnya SUMUE-SUmur blsa ter_]adl karena pemaka:an
yang berlebihan dari sumber-sumber air tanah scjalan dengan_ menmgkalnya penduduk. dan
pengembangan perdaganganhndusm didacrah terscbut dan sekmmya oleh 'adanya '
pcmbangunan pcrumahan/pemuklman : : - L '

_ Pengaspalml pem\ul\aan hnah sccara besar—bcsaran menyebabkan kurangnya rcsapan alrf

. hujan, yang mengaklbatkan menurunnya permukaan air tanah, Menurunnya air tanah kadang-
* . kadang menycbabkan penurunan tanah. Di DKI Jakarta penurunan tanah disebabkan oleh

e ' Sltua31 HldrologiiBanjlr .

pemakaian yang berlebihan dari sumber air tanah telah dilaporkan terutama dlbaglan utara
 DKI Jakarta. Dalamnya penurunan tanah berkisar dari 20 cm sampai 100 cm berdasarkan
~ hasil monitoring yang dilaksanakan oleh DKI Jakarta antara tahun 1974/78 sampai 1993/94.

Pada umurinya penurunan tanah mungkm terjadi pada dacrah tanah alluvium dan tanah
" lempung karena menurunnya permukaan air tanah. - Perhatian khusus harus ditujukan jika
* penurunan tanah yang discbabkan oleh penurunan pcrmukaan alr tanah telah mengalaml '

kcmajuan di dacrah yangmenjadl obyek e : L

_'[ParuugPanjang] D e EURAEIR : R o
- Jumlah penduduk yang memngkat drasus d1 daerah sludl akan ler_]adl karena proyek P

Panjang. Namun demikian tidak ada kegiatan perdagangai/industri yang mengkonsumsi
sejumlah besar air tanah yang didapatkan di daerah tersebut dan sekitarnya. Selan}utnya
-~ tidak ada sumur yang dllapnrkan kering di dacrah studi, bahkan didalam musim kemarau.
Dampak terhadap sumber ait tanah d1 dacrah studl dan sckltamya oleh adanya proyek dapat o
. dlpredlk31 sebagal dampak/mmor B AR TR

[Jatla51h] i : : : . _ L
- Di daerah sludl Jatias,lh kcrmgnya sumur karcna pcmakalan yang berleblhan darl sumber alrr
~ tanah karena sejumlah besar perumahan yang telah dibangun di daerah ini beberapa tahun
yang- lalu, bisa menimbulkan suatu masalah.” ‘Ratio peningkatan penduduk jumlah dengan

.adanya proyek’ konsohdam tanah di -Jatiasih akan secara perlahan menmgkat dlbandmgkan =

© peningkatan secara drastis pada proyek P, Panjang. Tetapi keringnya sumur gali yang dangkal .
* dan keruhnya air tanah di musim kemarau tefah dilaporkan di daerah studi.: Dengan demiklan _' -
e Dampak terhadap aksclerasn masalah |m Cll daerah stud1 oich proyck dapat dlpredlksl

Memngkatnya aliran air permukaan karena pemngkatan area kedap air oleh bertambahnya s
' perkerasan pemmdahan pohon/tumbuhan memngkatnya pengumpulan/pemmdahan storm-

s




water dan . gangguan . terhadap pola drainasc alami olch adanya pembangunan
perumahan/pemukiman di lokasi P. Panjang dan Jatiasih memiliki potensi menyebabkan
banpr/genangan d1 dacrah Sllldl dan dacrah bawah terutama dl musim hujan

Scpcrli dmrankan d‘llam “']flhap Konstmksﬂsntuasn hldrolngl datam Iaporan ini, beberapa
dacrah banjir dan/atau dacrah genangan tetah diketemukan di bagian Utara DKI Jakarta
karena meluapnya sungai Buaran dan Cakung yang berada di sebelah bawah aliran daerah
Jatiasih. Pembangunan sejumtah perumahan dalam beberapa tahun terakhir ini telah ada di
dacrah Jatiasih. Dengan demikian, bisa diperkirakan bahwa kegiatan proyck di Jatiasih bisa
berdampak pcntmg pada percepatan banjlr di baglan Utara DKI Jakarla ' L

. Alrlebah '1.

[“Cubluk” dan sepnc l'mk] e R
Dampak pada konlammasn air tanah karcna pemakalan cubluk (torlet gall tradnsnonal) '
"da/atau. meluapnya septic tank yang dipakai untuk toilet dalam jumlah besar dapat
diprediksikan, © Di dacrah dengan penduduk padai dimana penghum agak banyak yang'
mengandalkan pada sumur dangkal untuk minum, penggunaan cubluk bisa mempunyai
potensi yang menuju pada kontaminasi tanah dan air tanah secara umum dan selanjutnya _
. berdampak negalif pada keschatan masyarakat penduduk lokal/sekltamya Di daerah studi P.
Panjang dan Jatiasih kira-kira 70% dari rumah tangga menggunakan cubluk wntuk toilet -

" niereka. Dampak kontaminasi air tanah karena hal tersebut meningkat bila cubluk
'_'-dltempatkan lcb:h rendah darl pada permukaan alr tanah dan/atau pada celah batu R

B Dalam hal dennk1a11, kontammasn air tanah blsa terjadl karena _|ems penempatan septtc tank. -
Apabila septic tank membiarkan kcluamya penyaringan mesklpun terbatas, masuk kedalam
* tanah dan karakter lamh mempunyal daya tembus yang tinggi, kemudian polutan bisa

s mcngalir masuk kcdalam alr tanah. Kurangnya pembuangan kotoran dan/atau pengosongan -

~ septic tank merupakan salah satu penyebab keluarnya allran dan septlc tank yang
' mengaklbalkan kontammam air lanah L :

. [AlrlebahIAHKotor] LT e e e e S
~ Sesuai dengan survai jajak pendapat yang dl!akukan oleh 'leam Slud1 JICA lebih dari 70% :
- penduduk di daerah studi P. Panjang dan Jatiasih, air limbah yang dlprodukSI pada MCK
© (tempat tradisional untuk mandi, cuci dan toilet) karena kegiatan sehari- hari/limbah, Iangsung
" dibuang keselokan danfatau sungai tanpa diolah. Dampak pada kontaminasi sungai dan air

" tanah, karena buangan air limbah/air kotor tanpa diolah (bmalu, mandi, dapnr, dsb) yang S

: rrberlm zat klmla dan baktena, blsa ter_;adl balk di P Panjang maupun JatlaSIh
Dalam aspek kesehalan umum dan samlasn b]lamana masyarakat d; daerah tersebut

L menggunakan air sumur dangkal dan/atau air sungai untuk kcglatan hldup, terutama untuk :
- minum, perhallan khusus harus dlcurahkan pada rnasa]ah ini.- SRR IS S S

lebah Padat

: Besamya penmgkatan penduduk dl daerah sludl dl P, Panjang dan Jat1351h _|umlah hmbah e

© yang ditimbulkan: juga akan’ memngkat Seandamya ‘volume limbah yang ditimbulkan

-, melebihi kapasitas layanan dalam pengumpulanfpengangkutan/pembuangan limbah yang
‘. disediakan oleh pemetintah setempat limbah yang tidak terkumpul semacam itu’ bisa dibvang
e ‘'secara illegal kedalam selokan,: sungat, ruang terbuka, dsb. - Pembuangan’ lisnbah 1llegal berisi - ..

o _" muatan BOD tmgg1 dan baktena seperu leackatc fonn yang bisa menyebabkan kontammam '

e 3_55_; R



~air, bau yang menusuk, timbulnya vcktor dsb, dan memmbulk’m dampaL negauf p1d'1 kond151
keschatan dan samtasn dl cherah tcnscbut ' ' :

Pada umumnya mas*ﬂah pokok yang bcrkallan dcngan pengclolaan hmbah padal crutama '
disebabkan oleh kurangnya layanan pcngumpuian/pengangkutan/pcmbuang’m limbah,
kurangnya kesadaran lingkungan dari nnsyarak'u setempal dan kurangnya sumber kcuangan
dan pemermt'ih (her'ih - : : i

| Parung Panjang] : : fo i : o : R
Pada saat ini di daemh studl P Panymg lldﬂk lcrdqpat Iayanan pcngumpulan/pcngangkutan*
limbah yang discdiakan oleh pemerintah setempat, hal ini disebabkan kepadatan penduduk di
daerah ini masih rendah. Namun demikian, peningkatan penduduk secara drastis akan terjadi
karena kegiatan proyck di daerah studi menycbabkan produksi konsentrasi limbah di daerah
tersebut Dengan dcm:k:an dlperIkSl akan adanya dampak negauf penlmg pada masalah 1m

: [Jauamh] - L " : : o
Di Jatiasih, Jumlah I1mbah yang umbul lldak akan mcmngkat drastls oleh adanya proyekl :
" terschul, karena proyek mcrupal«m konsolidasi lahan. Mengmgat akan singkalnya wakly,
tidak ada dampak penting yang ¢ akan dlperklrakan pada masalah ini, layanan pengumpulan
* limbah tidak disediakan oleh pcmcrmtah setcmpat di d'lerah studi. Namun demikian, dalam

waktu dekat konscntram penduduk di lokasi proyek akan mcmngkatkan jumlah llmbah" -

- Dengan demikian, potensn d:nnpak neganf pada pengclolaan hmbah, dipcrklrakan dlda!am .'
. daerah Sllldi dan sekntarnya ' : . . _ . -~ -

' (2) Langkah langkah l’cngurangan ngkungan

Adalah pemmg bahwa langkah langkah pcnguraugan dlmasukkan kcdalam rencana proyek: >

| R dan kemudian” dalam ‘pelaksanaan proyek ‘untuk mengurangl dampak pentmg yang dapat_ N

timbul dengan pembangumn perumahanlpemuknnan

_ Arllkcl ini mengurall\qn arah d‘ll’l hngkah langkah pengurangan lmgkungan bagl sellap faktor_'

- lmgkungan yang dinilai mempunyal potensi dampak ncganf pada dacmh sludl d'm sekltamya‘ o

karena kegtatan pcmbangumn pcrumqlnnfpemuklman

- o ResettlcmcntfRelokasn dan Kelesqhan Masyarakat S A

' Kepada mereka yang harus dimuklmk'm kemballfdlrelokasl balk pem}anen maupun- B
~sementara, | pemehsan mengenai perlunya pemukiman kembali/relokasi, program dan .
kompensasinya, - harus  diberikan kepada masyarakat yang terkena proyek dengan
' pcrilmbangan—pcrllmbangan sebagal benkut REIFE N £ . ;

- Pcmuklman kcmbahlrelokasn yang tldak dlmgmkan harus dllakukan scsua1 dengalf .
" standard yang tepat, menurut undang- undang dan/atau pedoman R '
__Pemlllhan lokasi pengganti yang tepat untuk pemuklman kembah/reloka31 L
} K01npensa51 yang cukup untuk masyarakat yangterkena harus menjadl perhmbangan O

- Resettle action plan (RAR), Lonscp dasar dlpredlkSILan dalam Tabel 8- 3 9 harus dlbll’lt:
< diP Panjang/loka& KASIBA (pembebasan lanah) |

u ﬁn’-u

o :> - Disamping itu, perluasan manfaat: proyek yang menghasdkan pemb'mgunan reglonal R
i yaitu - peningkatan alur. _barang, layanan. umun, : kesempatan kerja dsb harus T

dlperumbangkan dampak posmfnya (faktor pIUS) yang dlsebabkan oleh proyek

S3s6




- Keresahan tllas:,'"atékat ka'rcm hilangnya basis kegiatan ckonomi yang disebabkan olch
pemukiman kCl]lb’ill/l‘clok’lSl harus diatasi dengan perhmbangan-perhmbangan sebagal
' berikut :

'=> Pengelolaan kercsahan masyarakat harus dilakukan dengan memberikan perluasan
informasi pada masyarakat - setempat schubungan - dengan rencana  kegiatan -

pembangunan  perumahan/ . pemukiman  yang  berkaitan  dengan - kebijaksanaan

perencanaan dacrah (yaitu nilai tukar yang tepat antara nilai lahan untuk perumahan dan :
dengan penggunaan lamny’t S‘l"ll ini, scpcru hhan per{anmu atau tata guna lahan hmnya

o " secara keseluruhan). . :
‘= Pengelolaan pada hilangnya nnta pencahamn masyarakat seb'zgal akibat darl pcmbahan :
o pcruntukm lahan: memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang terkena

~ konsolidasi {anah, deng'm membenkan prlontas kepada mcreka yang telah kehllangan

R 'f_mata pcncalnrlan L -
"':;» : Pemngkatan keadaan penghldupan, sosnal dan ekonoml dan masyarakat yang dwclokasn

Lalu Lmtas IAngkutan -7

- Proyck8| kebutuhan lalu llntas bm‘dasark‘m sensiis alw hntas dlrekomendamkan untuk
-~ dilakukan dalam tahap pcrcncmm’m proyek baik untuk lokasi P. Panjang maupun Jatiasih, °
~ termasuk sekitarnya dan dlkaltkan dengan wilayah hunian/perdagangan/industri. Berdasarkan

N hasilnya, langkah-langkah = penanganannya perlu diambil untuk memperkecnl dampak

- potensial pada ' kemacetan  lalu * lintas . danfatau kecelakaan ~ dengan ~ meningkatkan
© sistenVfasilitas lalu lintas yang ada dan: ‘tayanan melalui kerjasama yang erat dari pcmcrmtah 7
Iokal tcrka:t schubungan dengan kebljaksanaan pereneanaan daerah : s

V'IVDI IokaSI P Panjang, pagar pm(u gerbzmg dan rambu-rambu hams dlpasang pada tltlk

- persunpangan Jalan kereta ¢ 1p1 Jakarta-Melak yang melmtasn ujung Selatan daerah studi.




_ l‘ 'abel 8-37'9;_'_1(o_i|§eb Dasar Rcséitleﬁ{eiif Action Pl:a:n (RAP) o

KONSEP DASAR RESETTLEMENT AGTION PLAN (RAP)

[ KERANGKA PROYEK ]

-

TUJUAN DAN KFBIJAKSANAAN S

Menguralkan maksud dan tujuan pemuklman kembali dan komltmennya berdasarkan

~hukum (dengan Undang-Undang, pedoman dan kebuaksanaan) dan mengldenhﬁkas:

o kebijaksanaan badan keuangan.
o LlN(xKUP DARI PE ’VIBEBASAN TANAH DAN PEMUKIMAN KFMBALI

Menguralkan mekanisme pembebasan tanah/pemukiman kemball dan eéfek kunci

' terhadap masyarakat yang terkena (asel mata pencahanan dan pemuklman yang
- baru). - ' R . : R =

[PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROYEK]

INFORMASI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

Mengldenhfnkam komponen sosial ekonomi dan budaya termasu!kr kéruglan
masyarakat yang terkena oleh prOyek untuk memerinci dampak penting. -

' STRATEGI PEMULIHAN PENGHASILAN RUMAH TANGGA -
Mengldentmkas; organisasi - pendukung yang penting (institusi tokal, NGO dan

“masyarakat lainnya berdasarkan organlsasmya) dan prosedur gantl rugl yang

_d|Keluhkan oleh masyarakat yang terkena. -

STRATEGI PEMULIHAN PENGHAS![ AN RUMAH FANGGA
Menyusun slrategl pemuhhan penghasﬂan rumah tangga (meng[dentuﬂkasn mata
pencaharian atas risiko dan memerinci kesempatan kerja) dan rencana pencuptaan
pekerjaan bagl masyarakat yang terkena. .
‘ RELOKASI PFRUMAHAN DAN PEMUKIMAN ,
Mengadenhﬁka& lokasi pemul«man baru dengan pertimbangan yang teliti dlmana

~ lindungi penghasilan, mata pencahanan mlegram masyarakat nsﬁco Imgkungan dan

- masalah gender (ienis kelamin).

: KERAN(;KA INSTITUSI()NAL e
Menyusun snstem institusi {tugas pokok tanggung jawab) dlmana peranan organlsam

- pendukung merupakan bagian fahan perencanaan, negos&asu konsultasn pelaksanaan

: pemblayaan pemantauan (momtonng) dan evaluasi. .

AN(,GARA‘\I DAN PEMBIAYAAN DALAM RESETTLEMENT .
Menyusun anggaran dan alur pembtayaan dan pemukiman kembah dan sumber

: pendanaan yang harus dudenhﬂkasu o

- AD\VAL PELAKSANAAN

Mengldentlfika3| 1adwa| pelaksanaan pemukiman kembali yang memperhhatkan
- tanggal dlmu!amya dan penyelesalan untuk tugas—tugas utama datam pemuklman

kemball - T
L MONI'] ORING DAN EVALUASI

' Menyusun rencana momtonng mternal dari target pemuklman kembah dan |nd|kator

-, kunci dari kemajuan dan penyusunan rencana eva[uaSI dari pencapalan tu1uan




- Fasilitas Umum

Pcndlsmbusmn sarana dan prasarana wmum  seperti pcnycdlaan air, pcnyednan listrik,
sambungan tclcpon jaringan jalan, pcngumpulan/pembuangan limbah, pengolahan air limbah,
dsb, ke dacrah hunian di sekitarnya dan/atau ‘masyarakat, akan dlpertlmbangkan pada tingkat
negosiasi, dalam bcberapa hal untuk mencegah keresahan masyarakat karena adanya
kesenjangan pada tingkat layamn antara kawasan pembangunan pcrumahan dengan
sckltarnya : '

. A:r 'lanah

D1 daerah sludl J‘ill"lSlh lehh dahporkan kermgnya sumur gah dangka! dan kckeruhan air

anah dimusim kemarau. Masalah ini langsung berhubungan dengan penyelamatan air tanah

yang sehat untuk penduduk. Dengan demikian, survai hidro-geologi dan analisis kualltas air
- dimusim kemarau disarankan untuk  dilaksanakan pada lahan pcrencanaan proyck
: Berdasarkan hasﬂ surval langk‘lh langkfih bcnkut perlu dlperlmlbangkan ' o '

S Perencanaan pelmkann alr l’mah oleh lmgk'lt regtonal dengan kcbljaksanaan‘
L pcrcncanaan regional. ‘
=Y Menjamm pcmakman 'ur t'mah y‘mg terproyek51 dalam kapasntas 31stem air tanah alam
. untuk mengisi lagi. : o

: :> ' 'Penmgkalan snstcm pcnyedlaan air berdasarkan sumber air altematlf

o SltuaSI HldrologllBanpr o

. [ Tahap Konslruksn] SIS ‘ : TR .
Setiap proyck pcrumahan!pemuklman d1 P Pan_lang dan Jauasnh dnkcmbangkan umuk masa_ :
~sckitar 4 sampai 5 tahun. - Sclama masa ini dikhawatirkan lahan yang terbuka akan tetap
“** terbuka untuk waktu yang lama Dengan demikian, perlu untuk merencanakan dan menyusun

* rencana/proses pelaksanaan yang tepat, untuk menccgah crosi tanah di lokasi proyek yang

' bcrdampak terhadap keadaan hidrologi sungai dlsekntarnya termasuk banjir, yang akan

* bersiap-siap untuk keglatan kOl’lSll‘ukSl akan drlaksanakan sesudah itu. Perhatlan khusus harus -

'_dibenkankepada R TP '

N Wllayah kerja untuk konstruk31 harus tetap pada tahap-tahap mlmmum dan/atau dlbagl-

S bagi untuk mesnghindari erosi tanah yang berlebihan dan sedlmenta51 : :

= Waktu keglatan konstruksi - hatus mcmpcrtlmbangkan pola curah hu_|an sehmgga
... mengurangi | lahan terbuka bagi konsekuensi erosi. . . -

A :>  Selama tahap konstruksi, pcmadatan lahan tcrbuka harus dllakukan secepat mungkui L

. setelah pembersnhan lahan. _ ;
= .. Lahan yang tclah dibersihkan’ dan terbuka harus dlkerjakan danfatau dlsarankan umuk
< ditanami rumput/dltanaml tumbuh- tumbuhan dalam wakitu secepalnya ' :

- =  Disarankan dlbftngun sedimen lraps unluk mencegah sedimen masuk kedalam sungal o

e dlqekltamya atau drain disckitarnya. - Apablla sedlmen traps tidak dibangun sebelum

! maupun sclama pekerjaan tanah, kondisi dari tanah yang terbuka harus dlmomtor dan -

| - harus dlambll langkah langkah pencegahannya

[ l‘ahap Perencanaan ] . " SR A G
' Kegiatan pembangunan perumahanlpemuklman blsa menyebabkan genangan dlsckntar daerah'
L Sludl dan juga di daerah bawah dan daerah tersebut karena penmgkatan daerah yang kedap air .

CE '3'59"1_7._ L



olch adanya  pelapisan  jalan,  pemindahan = pohon/tumbuhan, peningkatan
pengumpul'm/pembuang'm storm-water dan perusakan pola drainase alami, yang men;urus
pada pcmngkatan aliran air pcrmukaan

Jika sungai yang mencrima aliran air dari daerah pembangunan hdak mcnuhkl kapasnas'
“cukup untuk menyerap peningkatan buangan aliran air ]Jermukaan atau sungai mempunyai
potensi dampak banjir di wilayah bagian bawah sepcrll arca Jatiasih, langkah- iangkah__
pengcndallan ball_]ll‘ harus dlpcrumb'mgk'm unluk pcrencmnan proyek seperll C '

= Kolom retensi (penahan) dlb'mgun pada oullet storm-water y’mg terkumpul darl dacrah'
* pembangunan perum'ﬂl'm/pemuk1man ke sungai. '

=>  Suatu bangunan retcnsn (pcn‘ah’m) '111ran air bersama sama dengan dramase storm water

. All‘ lebah

| Pengo]ahan leb.lh M'musnl : e
Dengan memperlnmb'mgkan kemmn'm air yang dlpakal untuk keperluan seharl han yang .
aman terutama untuk keperluan air mmum pengolahan limbah manusia/tinja harus dlrancang .
mcnging'lt kondisi tanah ~ dari . lokasi pembang,unan perumahan, * yailu kapasitas
’ perembes*nﬂmﬁllr'lsl tanalnya. = Di dacrah studi P. Panjang dan Jatiasih dan sckitarnya,
penyediaan air bersih mengandalkan sumur dangkal, dengan demikian, test ‘tanah perlu -
dilaksanakan untuk mcngctalnu kapasuas infilirasi tanah di lokasi tersebut, sebelum
rencanafrancangan mendetail mengenai metode pengolahan limbah padat untuk ‘proyek
tersecbwt. Pada ulmmm)'a tanah dengan kapasitas infiltrasi tertinggi adalah pasir, dengan lebih
* dari 80% berat partikel pasir yang agak kurang daya perembesannya adalah silt dan tanah liat.
Yang palmg tidak punya daya rembes adalah lempung, yang mempunyai leblh banyak dari -
* 35% partikel lempung.  Jika kocﬁs;cn pcrmcabcl dan tanah kurang dan lO dapal dldug‘l o
bahwa daya rcmbesnya cukup rendah ' . e B R =

Apabila septlc tank digunakan umuk pengolahan hmbah manusm dl proyek P Panjang dan
Jatiasih, hal-hal berikut ini perlu dipertlmbangkan untuk menjaga kcamanan samlasn umum
~dan kcsehatan manusia. . : . o : ft S -

: “Cubluk” jangqn dlpqsang lagl dlsekuar proyek

=> - Jarak antara sumur dangkal dan septic tank harus febih dan 10 m dan dalamnya sumur ,
- .- harus lebih dari 12 m (saran dari 1'1poran World Bank). : B

- meluapnya sepllc tank yang dapat mengakibatkan kontaminasi air tanah. SERT
Tipe septic tank yang tepat harus diseleksi yaitu out-flow filter, tank dengan dua ruangan.

| u‘_-'u;] |

 masalah - kontaminasi air - terhadap - air sumur . dangkal - karena- septlc tank
¥ (lersedlanyafkapasuas air lanah dalam harus dinilai melalui test pemompaan dl 1apangan
dan survai hidro-geologi sebelum perencanaan proyek secara rmm) ; »

- Air limbah/air kotor harus ditangani/diolah secara tepat untuk menjaga keperluan air. seharl— "

= Septic tank hams dnkuras/dnkosongkan setiap dua tahun'sckah untuk mcnccgah o

* Pemasangan sumur dalam dcngan Jarmgan/mstem dlstnbum pemipaan, untuk mencegah e

hari yang schat, kehldup'm dan kcsehatan nlanusm yang schat dcngan mempcmmbangkan_ ERTs

hal- hal berikut i 1m

= _ Penggunaan sepuc tank (on -site system) pada setlap imgkat human dan/atau tmgkat )
komunal, untuk pengolahan kombinasi dari pengolahan tinja dan air kotor. EERISLE -,
= - Pemakaian Jarmgan pipa pengumpulan air ‘kotor ‘dan/atau” menutup sclokan yang L

membawa air hmbah ke pengolahan alr kotor sebelum melepasnya sungal (off-sne :



'systcm/mstem saluran air kotor terpisah). : : : .

=  Penggunaan jaringan pipa pcngumpu!an air kofor dan!atau selokan tertutup yang
- membawa air limbah dan air hujan ke pengolahan air kotor sebelum melepasnya ke
- sungal (off—sntc systcnﬂkomblmsn scwagc system) : s

. lebah Padat

1 Pengolah-m limbah padat pada tahap pasca- konsti uksi |

Pengolahan limbah padat yang tepat harus diperkenalkan dan dilaksanakan oleh penanggung
jawab pemerintah setempat di setiap daerah studi di P. l’anjang dan Jat;asuh termasuk daerah
dlsckllamya dcngan mcmpcrlnnbangkan aspek aspek berikut ini : :

= Pengumpulan hmbah utama dar; rumah tangga darl pmtu ke pmtu bcll system snstem
© - kontainer secara komunal, dsb. ‘

= Memasang ’[empomry Storage Site (ll’S lempat pcmbuangan sampah semcntara) dan
...~ limbah sebagal stasiun transfer, bila perlu. -

= Pengumpulan limbah sekundcr/pengangkutan darl TPS ke Tempat Pembuangan lebah :
* Akhir (Finat dlspossl site), bila perlu.

Pengangkutan dan pembuangan hmbah ke TPA. : TR :
- Kekuatan msl|tus10nal/orgamsqsnlﬁnansr11 (keuangan) dan pemermtah setempat yang -
- bertanggung jawab melayani pengelolaan llmbah dlscuap d'\erah studi dan daerah
-« sekitarnya dari P Panjang dan Jatiasih. - : T
N Pendldlkan sosial terhadap kesadaran lmgkungan dl tmgk'it RT/RW dan Desa/Kelurahan,

' juga pada masyarakat dacrah tersebul secara keseluruhan. i

B ~ Kegiatan® pubhsnas dan promam untuk mcnurunkan/mendaur ulang llmbah rumah o

. tangga

'. [ Pengolahan surplus tanah dan hmbah darl pcmbongkaran pada tahap konstruksx ] _
- Kelebihan (surplus) tanah dan limbah dari pembongkaran yang dihasilkan oleh pekerjaan
-~ tanah dari proyek dan pekerjaan pembongkaran dari rumah-rumah yang ada, jalan-jalan, dsb,

- darl keglatan proyek dl P Panjang dan Jatmsnh harus dikelola dengan balk sepem cara benkut
=N Vl‘anah gahan (surplus sml) Jangan dlbuang atau dntmggal begltu saja, untuk mencegah
- mengalir masuk kedalam sungal-sungax dlsekuamya yang bisa mcnyebabkan gangguan

~ aliran dan banjir. - :

> Tempat pembuangan surplus tanah dan llmbah dan pembongkaran harus dltctapkank
dcngan tcp':t dldalam rencana konslruks1 dan dnbuang dengan tepat ST '

_ 8-3 4 Pengolahan ngkungan -

(I) Rencana Pengelolaan ngkungan LA

: Pengelolaan lmgkungan adalah pentmg dlsetlap tahap proyek yaltu tahap pra konslruksn o
~.*% konstruksi_dan pasca—l\onstruksn Hal ini mencakup tidak hanya: pengelolaan- masalah
]mgkungan yang berkaitan dengan proyek, telapi juga yang terkait dengan perba:kan

fere lingkungan diseluruh wilayah JABO' [‘ABEK Gans besar rencana pengelolaan lmgkungan .

o dluraikan dalam amkel benkut inii :




1) Organisasi pengelolaan lingkungan ‘ ' '

Dibawah kantor pusat proyek, terdapat satu kantor cabang, telct'lk dl loka31 konstruksn dengan
paling scdikit satu orang pejabat yang bertugas dalam pengelolaan lingkungan, cabang
lingkungan ini akan membuat rencana dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan, dan
mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Koordinasi yang baik antara
kantor pusat, kantor cabang proyek, pcmermtah sctempat dan badan badan lmgkungan hldup
terkait ad“thh sangat pemmg : : . '

2) Pcngclolaan dalam pcmbcb’IS‘lll tanah (I‘m pcmuluman kembal: ' S 7
Pembebasan tanah dan pemukiman kembali mempunyai dampak sosial yang sangat peka dan
harus dikelola dengan baik. Scjumlah besar rumah tangga di P. Panjang akan tetlibat didalam
program pemukiman kembali karena pelaksmaan proyek. Inventarisasi rumah-rumah, lahan
dan harta benda mereka, aktivilas ekonomi mercka deng‘m cermat, mcndcngark'm pendapat
dan keinginan mercka deng‘m cermal adalah sangat diperluk'm Disamping kompensasi,
- pcnycdlaan lokasi bagi mereka untuk mendapatkan rumah baru dan kegiatan ekonomi baru
juga sangat penting. Sementara itu, status manfaat dari pembangunan pcrunmhan/p\,muklman
yang terkait dalam memngkalkm ckonoml regloml harus dlkelola dengan balk

3) Penga“aswn lmgkungm W aktu pckerymn konstruksn LR ER AT T e R A
Pekerjaan  konstruksi  harus mcnglkutl peraturan- pcralurm mengenal lmgkungan yang

- ditetapkan oleh pemerintah. ~ Hal ini- memerlukan organisasi ketja yang baik dan juga - |

pengawasan selama pekcuaan konstruksi bcrlangsung Perselisihan yang bisa terjadi dengan
- penduduk sclempat mengenai masalah-masalah. yang berkaitan dengan lmgkungan atau
keluhan bisa datang ke kantor proyck atau pemerintah setemp’xt Masalah-masalah ini perlu
' diselesalkan atas dasar hukum dan pcmnd’mg-undangan mengenal lmgkungan hldup

: 4) Pendldlkan lmgkungan R

 Untuk pengclola'm lingkungan yang: efekhf pendldlkan lmgkungan dan samtaSI sangat_ L

- diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran umum - mengenai pentingnya perlindungan
. terhadap lmgkungan Penclptaan hngkungfm yang nyaman dan bagus harus menjadi target
dari semua masyarakat/penghum di daerah studi, daerah sekitarnya ‘dan’ Juga di. selurvh
~wilayah JABOTABEK. - Hal ini memerlukan program pendidikan. jangka panjang bagi -

masyarakal disemua umur dan langkah-langkah administrasi yang kuat seperti mengusulkan o

peramran pcralumn baru lcrmasuk hukuman yang keras bagl pencemaran lmgkungan dsb

s '(2) Rencana Momtormg ngkungan e

_ Momtormg lmgkungan adalall pentmg untuk mengctahul keadaan lmgkungan scbelum e

selama dan sesudah proyck. Dalam tahap pra- -konstruksi, momtormg lingkungan ditujukan -

- pada pemahaman akan rona lmgkungan awal daerah studi seperii apa yang telah dikerjakan

pada initial environmental examination (IEE) dan environmental impact assessment (EIA) - o

untuk proyck. Pada tahap konstruksi, monitoring harus dilakukan’ untuk’ mengendahkan‘
"dampak lerhadfip lingkungan, dan pada tahap pasca- -konstruksi, momtormg harus dllanjutkanr _
- untuk operasi dan maintenance yang tepat dari sarana dan pl‘asaranalffxslhtas yang ‘ditakukan

‘oleh proyek dan efek yang mcluas- dari proyck Gans bcsar rencana momtormg lmgkungan = -

dluralkan dldahm artlkel benkut nn

' I) Momtormg terhadap volumc lalu lmtas

" Pada tahap pra-konstruksi, volume lalu lintas ke jalan masuk loka51 proyek dl P Panjang dan e
_ Jat1a31h hams cllmomlor unluk mcngevaluasn dampak pada S|stem angkutan daerah yang ada R



“dan menyusun rencana angkutan y'aug tepat untuk langkah-langkah pengurangan dan pada

tahap pasca-konstruksi, sclanjutnya monitoring masih dlperlukan untuk mencek dampak
proyek.

2) Permukaan air tanah dan kualitas

Terutama di musim kemarau, untuk menjamin keamanan air untuk keperluan sehari-hari,
terutama untuk keperluan air minum, permukaan air tanah dan kualitasnya di lokasi proyek .
dan dacrah sckilarnya harus dimonitor secara periodik dalam tahap pra-konstruksi dan pasca-
konstruksi. Perhatian khusus harus dicurahkan pada lokasi Jatiasih, karena pengeringan
sumur ga]i dangkal dan kekeruhan air tanah di musim hujan telah dilaporkan.

1) Keadaan llld!‘ﬂl()gl bclk‘nt.m dengan banjir dan crosi tanah

Pada lahap konstruksi, untuk mencegah crosi tanah di lokasi proyek P. Panjang dan Jatiasih,
- gangguan keadaan hidrologi dan sungai-sungai sckitarnya serta banjir di daerah sebelah
~ bawah, rcncana/jadwallproses pelaksanaan harus dimonitor dan instruksi/nasihat yang tepat
~harus diberikan kepada para kontraktor.  Sementara itu pada tahap pasca-konstruksi
monitoring keadaan hidrologi tetap diperlukan untuk mencek dampak proyek tch'ld'lp ban_ur '
dl daerah tcrsebut dan/atau wnlayah disebelah bawalmya :

4) Survel p'\sca pcmukmnn Kkembali . '

- Pemukiman kembali adalah suatu masalah yang sensltlf yang bcrkaltan dcngan dampak sosnal
“ Dampak tidak hanya penting sampai masyarakat direlokasi ketempat baru tetapi berlanjut
" untuk jangka wakiu yang lama. - Apakah masyarakat puas dengan kondisi penghidupan

© mercka yang baru, jenis masqlah apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang mereka -
~inginkan untuk dikerjakan oleh pemermtah harus dimengerti.  Survai pasca pemukiman

o - kembali harus dilakukan untuk menyelidiki kondisi penghidupan masyarakat, memperoleh

. opini dan pcrmlma'm mereka scsudah pemukiman kembali selesal lnformaSI harus dllaporkan
) kcpada orgamsabl orgﬁmsasn pemermtah terkait. :
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" KESIMPULAN MENGENAI STUDI KASIBA DAN K/T






BAB 9: Kesimpulan Mengcnai Studi KASIBA dan K/T

Studi ini menghasitkan usulan bagi sistem perbaikan KASIBA dan K71, KASIBA didasarkan

~ atas UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah
(PP) yang akhirnya disahkan pada tanggal 30 September 1999. Selanjutnya keputusan Menteri
yang ditetapkan dalam I’P akan segera disiapkan untuk memulai pelaksanaan proyek KASIBA.
Di Indonesia proyek K/1 telah dilakukan berdasarkan PP dari BPN, tanggapan terhadap usulan

“untuk memperbaiki sistem lama dari studi ini, BPNtelah mulai menyiapkan rancangan
undang-undang tentang K/T. Secjajar dengan peraturan dan perundangan KASIBA dan K/T,
studi ini mengeluarkan kesimpulan dalam 3 butir sebagai hasil kombinasi studi KASIBA dan
K/T ' :

() Pen'gkr'tjia'n Penerapan Sistem Pembangunan Kota melalui studi kasus. :
Dalam studi kasus KASIBA dan K/T, kedua sistem secara tcknis dan pembiayaan dikaji,
menghasilkan kesimpulan secara umum penerapan KASIBA dan K/T masing-masing di

~ - kawasan luar Jakarla dan perbatasan kawasan terbangun Jakarta. Berdasarkan kesimpulan studi,

_ dlrekon_lendamkan bahwa KASIBA dan K/T sebagai alat pengawasan pembangunan kota yang

. dikaitkan dengan renicana induk pembangunan kawasan Jabotabek atan Metropolilan Jakarta,

* yang terus ditinjau kembali belakangan ini karcna adanya bcrbagal perubahan situasi sosial
j eLonoml di Indoncsna . i _ ,

8 (2) Perktmtan dnn perbmkan Stslem Perencrmaan Kota _ : )
o Secara luas diakui bahwa perencanaan kola di Indonesia atau perencanaan tata rang tenmsuk ;
- sistem perijinan pemb"mgunan dan dalam praktcknya memerlukan perbaikan untuk beberapa
- hal (penting berkenaan dengan peningkatan kebljakmnaandcscntrahsasn lebih lanjut). KASIBA

~ dan K/T akan dilembagakan dan dikelola scjalan dengan peningkatan sistem perencanaan dan

pcmbangunan kota di Indonesia. KASIBA dan K/T adalah konsep dan sistem pembangunan
© yang mempunyai manfaal dan mampu mcmullhkan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan,

~ scrtaakan merangsang inovasi dan kemajuan sistem pembangunan prasarana dan kota yang ada.

* Selanjutnya KASIBA dan K/T digunakan secara bebeda yang satu menyangkulkola dan lainnya
* menyangkut sistem pengelolaan tanah (metode pembebesan tanah VS metode pemetakan-ulang -
- lanah) yang mana perlu dlterapkan selektif sesuai dengan perbedaan situasi lokasi proyek. Inilah

hal yang utama bahwa da!am perencanan kota dl lndoncsna blsa dltcrapkan sccara fleksibel.

s (3) Koordumst dengan kegm!an quarmasr Pemermlahan S g :
: Sesudah ada perubahan politik pada tahun 1998, banyak UU baru dan Peraluran Pcmcnmtah
~ disahkan oleh kebijaksanaan pemerintah reformasi dan skema reformasi juga d1rumuskan bagi -

i ] sektor pengelolaan kota dan pertanahan oleh lembaga pcmcrmtah terkait (Pcngahhan
- wewenang kepada PI‘MDAdalam pcmbangunan perumahan dan kota, tinjauan sistem perijinan
pcmbangunan, pemantapan “Slstem pemerintahian dan pengelolaan kawasan perkotaan”

“tinjauan sistem undang-undang keagrariaan dan sebagamya) Tidak dapat dikatakan bahwa

7 lembaga-lembaga terkait tersebut dapat terkoordinasi secara baik dan bahkan untuk masalah =
- KASIBA dan K/T. Mereka scharusnya berkoordinasi dengan baik dcngan skema reformasi dan

mengambll peranan penting dalam keglatan kegiatan reformasi, terutama dalam penerapan

~ desentralisasi. KASIBA dan K/T sangat terkait dcngan masyarak'lt setempat, ckonomi dan

_ “ budaya ¢ dan merupakan alat penting untuk mcmngkatkan kehidupan dan lingkungan masyarakat - )
< setempat yang memang menjadl lujuan akhlr penyelenggaraan pemermtah dalam ger‘lkan '

e V_reformam
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Lampiran 1 Undang-undang No. 4/ 1992 tentang Perumalhan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia
~ Nomor 4 Tahun 1992
Tentang
Perumahan dan Permukiman
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Meninmbang :

d.

bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan
permukiman yang layak, schat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat,
mutu kehidupan serta kescjahtaraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. :

Bahwa dalam rangka pemngkalan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kcsqahlcman
terscbut bagi sctiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman
scbagai bagian dari pcmbangumn'msional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan

secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan;

Bahwa peningkatan dan pcngcmb'mgan pembangunan perumahan dan permuklman
dengan berbagai aspck permasalahannya perlu diupayakan schingga merupakan satu
kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya
untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup

~dan  meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indoncsia dalam berkeluarga,

bermasyarakat, bcrbangsa dan bernegara;

Bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1964 tcntang Penetapan Peraturan Pcmermlah
Pengganti  Undang-Undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan
(Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40, tambahan lembaran Negara Nomor 24706)
menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3. Tambahan Lembaran

_ Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan

dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai

- perumahan dan permukiman dalam undang-undang yang baru.

Mengmgat

Pasal 5 ayat (l) Pasal 20 Ayat (1) Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar
1945;

DENGAN PERSETUJUAN :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK I\‘DONES]A

. _ MEMUTUSKAN : o
* Menetapkan Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman

'BABI
KFTENTUAN UMUM
o PASALI

Dalam undang und‘mg ini yag dlmaksud dcngan

1.

" Rumah adalah bangunan yang berfungsi scbagal tempat tingpal atau human dan sarana
pembmaan keluarga;

A-1



2. Perumahan adalah kclompok rumah yang bcrfungsn sebagai hngkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar ka\_vas_an lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan human dan Iempat kcglatan yam, mcndukung peri kehidupan dan
penghidupan; o ,

4. Satuan lmgkung&n pcnuukmnn adalah kaquan pcrumahan dalam berbﬂgan bentuk dan

ukuran dengan penalaan tanah dan ruang, prasarana dan sarana Imgkungan yang
terstruktur, . o . o g S

5 Prasarana lmgkungan adalah kelengkapan dasqr ﬁstk lmg,kungan yang memungkmka
: Imgkungm permukiman dapat berﬁmgsn sebaganmm mestinya; - :

6. Sarana lmgklmgan adalah fasilitas penunjang, yang bcrfungSI untuk pcnyclcnggaraan dan
' pcngembangan kchldupan ckonomi, sosial dan budaya; : :

7. Utilitas umum adalah S'ar‘ma pemlnjang untuk pchyanan lmgkungan

8." Kawasan siap bangun adalah sebldaug tanah yang fisiknya telah dlpcrsmpkm untuk'
- pembangunan perumahan dan’ permukiman skala besar yang terbagi dalam satu
* lingkungan siap bangun atati lebih yang pelaksmaannya dllakukan secara bertahap dengan_

lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sckunder prasarana lingkungan scsvai

~ dengan rencana tata ruang lingkunigan yang dltetapkan oleh Pemerintah Dacrah Tingkat II - -

- dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana ‘dan sarana lingkungan,

- khusus untuk Dacrah Khusus Tbukota Jakarta rencana tata ruang Imgkungannya dltet'\pkan'
L olch Pcmcrlntah Dacrah Khusus lbukota Jakam : :

~bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dlperslapkan dan dlicngkapl dengan prasarana o
“- lingkungan dan"selain itu juga sesuai dengan persyaratan - pembakuan (ata lingkungan

~ tempat tinggal atau lmgkungan human dan pclayanan lmgkungan untuk membangun
~ kaveling tanah malang : S S : SR

- 10. Kaveling tanah’ matang adlah scbldang tanah yang teiah dlperSlapkan sesuai dengan _
o pcrsywraian pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilik tanah dan rencana tata
" ruang lingKungan tempat lmggal atau lmgkungan human untuk mcmbangun bangunan '
- 11. Konsolidasi tanah pcrmuklman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, - .
- ‘dan_pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk
membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kavellng tanah matang sesuai
- dengan rencana tata raang yang ditetapkan Pemerintah- Daerah Tingkat 11, ‘khusus untuk . -

Dacrah Khusus Ibukota Jakarta rencana tala ruanguya dlletapkfm oleh Pemenmfih Daerah' T
: husus lbukota Jakarla R S

PASAL 2

' (l) Lngkup pengaturan undang undang ini mehputl pentaan dan pengclolaan pemmahan (l'm '
- permukiman, baik di. daerah pmkotaan maupun di daerah pedesaan yang dllaksamkan
" secara terpadu dan terkoordmasn

~ (2) Lingkup penganturan seb'lgalmana dlmaksud da!am ayat (l) yang menyangkut pcnataan: o
Perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, _pemugaran, perbaikan, perluasan, -

- pemeliharaan dan pemanfaatannya, sedangkan 'yang mcnyangkut penataan permukiman
meliputi kegiatan pembangunan baru perbalkan peremajaan perluasan, pcmcilharaanr :

- dan pcmanfaatannya




" BABII
ASAS DAN TUJUAN
PASAL 3

Penataan pcrumahan da pcrmuknnan berlandaskan pada asas nnnfaat adil dan merata,
kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkanan dan Lelcshnan
lmgl\ungan hidup. . :

_ o PASAL 4_,
l’cnahan Pennmhan dan pcrmuknmn bcrluju'm untuk :

a. Memenuhi kebutuhan rumah scbagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam ranbkq
peningkatan dan pemcerataan kescjahteraan takyat;

b. Mcwujudkan perumahan dan permuklman yang layak dalam lmgkungan yang sehat, aman,
serasi dan teratur; . -~ , :

c. Memberi atahan pada pcrlumbuhan \wlayah dan persebaran pcnduduk yang, ras:onal
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain, -

* BABIII - |
PFRUMAHAN;n-:W
" PASALS

(l) Sehap warga negara 111empunya1 hak unfuk mcncmpau danfatau memkmau d'm/'lt'm'- |
l]lul}lllkl rumah yang layak chlam lmgkungm yang schat, aman, scrasi dan teratur. -

_ .(2) Bellap \\arga negara mempunyal kewajiban dan tanggung Jawab unlul\ berperan sern 3
dalam pembangunan perumahan dan pcrmuklman IR CENTIE BT : -

PASAL6 >

(l) I\_eglatan pcmbangunan rumah atau perumahan dilakukan olch pemlhk hak alas tanah -
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. = '

@ Pembangunan rumah atau’ perumahan oleh bukan pemlhk hak atas tanah dapal d]lakukan
- '\tas perse(uw'm dan pemlllk hak 'ms lamh dcngan sualu perjqn]ian tellulls

o . PASAL? e S e
(l) Settap orang atau badan yang membangun rumah alau perumahan Wajlb S
g‘ a ~Mengikuti persyaralan teknis, ckologis dan administratif; '

b Me]akuk'm pemantauan lmgkungm yang tcrkena dampak berdasarkan rmcam
pemantauan lingkungan; * S . . .

c Melakukan pengelolam lmgkungan bcrdasarkan rcncana pengelofaan lmgkungan ':_ o

: (2) Pelaksanaan ketentuan scbagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlatur dcngan Peratu.ran a
RER Pcmcrmtah iR ST S .-

P T : R PASALS
' Seuap pemlhk rumah atau yang dlkuasakannya Wajlb S, , .
. a. memanfaatkan rumah sebaga;mana meslmya sesual dengan fungsmya sebagal tcmpat- 5
tmggal alauhunnn s R S ST . 3

b mengelola dan mcmellhara rumah sebagalmana meslmya S




" PASAL9
" Pemerintah dan badan-badan sosial atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan

perumahan untuk memenuhi kcbutuhan l\husus dcng‘m tetap memperhauk'm kctcmuan
umhng—undang ini. ' = . : :

PASA L 10

_ Pcng,human pengelolaan dan pcngalllnn status dan hak atas rumah y’mg dlkuasa: Ncgfira
diatur dengan Peraturan Pemerintah. S R . : ;

_ PASALII :
(l) Pcmcnmah meiakukan pendataan rumah untuk menyusun kebljaksanaan ch bldang'-
pcrumahan dan permuklman S

(2) Tata cara pendataan mmah scbagalmana dnmksud (Ialam ayat (l) dlalur dengan Pcraluran
Pcmcrmtah ST L , : SR : L :

PASAL 12

'-(l) Pcnghuman rumah oleh bukan pémlhk hanya s'ah apablla 1da pcrselupnn at'iu um'
pemilik. * : ,

) Pcnghuman scbaganmna dlmaksud dalam ayal (1), dilakukan ba;k dcngan cara sewa-'
menyewa maupun dengan cara bukan sewa- mcnyewa SRR v

: (3) Penghunian rumah sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa- menycw
_ dilakukan dengan perjanjian terlulis, sedangkan penghunian rumah dcngan C‘il‘a buk’m '
~ sewa mcnye\m dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis. s Tk

o (4) Pihak pcnyewa Wajlb mcnaah berakhimya batas wakiu sesual den;,an per_;anjlan lcrtulls N
- (5) Dalam hal penyewa sebagaunana dlmaksud da!am ayat (4) tidak bersedia menmgga!kan '
" rumah yang disewa sesuai dengan batas waklu yang disepakati_ dalam perjanjian tertulis,

pcnghum’m dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pcnuhk rumah dapat memmta
’ bantuan mslans: Pcmermtah yang berwenang untuk mencrtlbkannya PR "

- (6) Scwa-menyewa rumah dengau perjanjian llchk tertulis atau tertulis tanpa batas waktu A

~ yang telah berlangsung sebelum berlakunya undang undang ini dmyatakan telah bemkhlr _
© dalam waklu 3 (tiga) tahun sctelah berlakunya undang- und‘mg ini,

D Pclaksanaan ketentuan scbagalmana dimaksud datam’ ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayal (4) o .

ayat (5) dan ayat (6) dralur dengan Peraturan Pemermtah SRR

PASAL 13

(D Pemerintah mcngcndahkan hqrga sewa rumah yang dlbangun dengan mcmpcrolch "
kemudah'm dari Pemerintah. ' : : ,

(2) Pelaksanaan ketemuan sebaga;mana dlmaksud dalam ayat (1) dlatur dcngan Peraturan‘
' Pemermtﬂh : :

PASAL 14

Sengkeia yang berkantan dengan pemillkan ‘dan peniénfaatan rumah dlselesalkan melalm" o
' badan ])Cl"ldllall sesuai dengan ketenluan pcraturan pcrundang—undangan yang berlaku




- PASAL 15
(1) Pemilikan rumah dapat dljadlkan jaminan utang.

(2) a. Pembebanan fidusia atas ramah dilakukan dengan akta otentik yang dlbmt olch notans
sesuai dengan peraturan perandang-undangan yang berlaku.

b Pembebanan hipotck atas rumah beserla tanah yang haknya dimiliki pihak yang sama
“dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta tanah scsual dengan peraturan
- perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16

H Pcmlllk'm rumah d'ipnt bcrahh dan dialihkan dengan c’lra pewarisan atau dengan cara
pemmdqhan hak hmnya scsual deng'm kelemu'm pcraturan perund’mg-undangan yang
- berlaku. - ' : ‘ - , '

(2) Pemindahan pemlhkan 1umah sebagalmana dlmaksud d‘lhm ayat (l) dllakuk'm dengan
- akla otemlk - : :

PASAL 17

Pcr‘allh'm hak mlllk alas saluan rumah susun dllakukan sesml dengan pcraluran perundfmg— o
undangan yang berlaku I - . : _ _

BABIV
- PERMUKIMAN
- PASAL 18

".-"(l) Pcmcnuhan kebu{uhan permuklman dl\vujudkan melalm pembangunan kawasan
- permukiman skala besar yang terencana sccara menyeluruh dan terpadu dengan _
pelaksanaan yang bcrtahap - : :

: (2) Pemb'mgunan kawasan permﬁklman sebagannana dlmaksud dalam ayat (l) dltu}ukan

_ un[uk s ) g - . . . .
oA mcnczptakan kawasan pcnmuklman yang tf:rsusun alas saluan-saluan lmgkungan '
permuklman . : : : :

. b.. mengmtegramkan secara terpadu dan memngkatkan kuahtas Imgkung’m perumahan,
f . yang telah ada di dalam atau disekltamya o o
' (3) Satuan-satuan lmgkungan permuklman satu dengan yang lam salmg dlhubungkan oleh

" jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dcngan kawas'm lam yang memberlkan e
~ berbagai pclayanan dan kesempatan kerja - o
(4) Pclaksanaan ketentuan sebagalmana dimaksud dalam ayat (]) ayat (2 dan ayat (3)
dllaksanakan sesuai dcngan rencana tata ruang wnlayah perkotaan dan rencana tata rmng _
wnlayah bukan perkotaan ' St . _ ce :

PASAL 19

ST '(1) Untuk mcwujudkan kawasan permuknman sebagalmaﬁa dlmaksud dalam Pasal 18

pemermtah daerah menetapkan satu. bagian atau lebih darl kawasan permuklman menurut
. 'f' rencana fala ruang w:layah perkotaan dan rencana tata ruang wﬂayah bukan perkotaan'
e yang tclah memenuhl persyaratan sebagal ka\vasan siap bangun : o
(2) Persyaratan sebagalmana dlmaksud dalam ayal(l) sckurang kurangnya me]npuu o
penyedlaan B s 3 S . :



“a. rencana tata ruhng yang rinci;
b. data meﬁgcnai luas, batas dan pemilikan tanah
¢. jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan. ‘ - .
(3) Program pcmbangunan daerah dan program pembangunan sektor mengcnal pmsarana
sarana lmgkung‘m dan ulihtas umum sebagaian diarahkan untuk mcndukung terwmudnya
kawasan siap bangun scbagmmam dimaksud dalam ayat(1). '

(4) PclakS'unan ketentuan sebagalmana dlmaksud dalani ayat (D), a)"ll' (2) dan qy'tt (3) dmlur
dengan Peraturan l’cmermtah : : _ .

PASAL 20

n Pcngelohfm kawasan smp bangun sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 19 ayal (1) dan
ayat (2) dilakukan olch Pemerintah. - ; P :

{2 Penyclenggara'm pengelolaan kawasan snp bangun sebagalmana dlmaksud dalam '1)"1l (I)
- dilakukan oleh badan usaha milik negara danhtau badan lain yang dlbcntuk olch
Pemerintah yang dltugam untuk itu. : :

(3) Pembenlukan badan lain serla penunjukkan badan usaln mlhk negara dan/alau badan lam_ :
: sebagannana dimaksud dalam ayat (2) dlatur dengm Peraturan Pemerintah =

(4) Dahm menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik ncgara
~atau badan lain scbaganmana dlmaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dap‘:t bekerjasama
dengan badan usaha milik negara, badan usaha mlhk daerah koperaSI dan badan- b'ld'm R
usaha swasta di bidang pembangunan pcrumahan : L :

(5) Kerjasama scbagannana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghllangkan wewcnang d'm _
tanggung Jawab badan usaha mlllk negara atau badan lain scbagalmana dlmaksud dalam :

- ayat (2). s : A : . : _

' (6) Pcrsyaratan dan tata cara kcrjasama sebagalmana dlmaksud dalam ayat (4) dlalur dcngan .

' Peraturan Pemenntah KN )

s _ el pASALu L e N
(l) Penyclcnggaraan pcngclolaan lmgkungan snap bangun yang bcrdm scndm yang “bukan
- dilakukan oleh masyarakat peniilik tanah, dilakukan oleh badan usaha dl bld'mg, '

: pcmbangunan pcrumahan yang ditunjuk oleh Pemerintah. : :

(2) Tata cara penun]ukk'm sebagalmana dlmaksud dalam ayat (l) dlalur dcngan Pelatman
: Pcmermlah : o : * R

: _ . ) PASALZZ . . ; SR TR
(1) l)l wxlayah yang dltctapkan sebagal kawasan smp bangun Pemermtah 111ember1kan
pcnyuluhan dan blmblngan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemnllk lanah

: sehmgga bersedla dan mampu melakukan konsolldam tanah daiam rangka penyediaan L

kavelmg tanah matang

' (2) Pelepasan hak atas tanah dl\wlayah yang dltclapkan scbagal kawasan smp bangun hanya' 5 " '

- dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemlllk tanah yang bersangkutan

: (3) Pelepasan hak atas tanah dlhngkungan siap bangun yang berdiri séndiri yang bukan hasnl ' '_
~ konsolidasi tanah oleh’ masyarakat permhk lanah hanya dapat dtlakukan berdasarkan__*
kcsepakatan dcngan pcmlhk hak alas tanah

A6



' (4) Pelepasan hak atas tanah ¢i wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang
belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah
- melalui badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). :

(5) Tatacara pelepasan hak atas tanah scbagaimana dimaksud dalam ayflt (2), ayat (3) d'm
ay'it (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. _

' PASAL 23

; l’cmbangunan permmhan yang “dilakukan oleh badan usaha di bldang pembangumn _
perumahan dilakukan hanya di kawasan s1ap bangun atau di lingkungan smp b'mgun yang
berdiri sendiri, -

:'PASAL24 |

- Datam membangun 1mgkungan siap bangun sclain mcmcnuhl kctenluan Pasal 7, bachn usaha
dlbldang pembangunan perumahan Wajlb

a. Melakukan pematangan tanah, pcnataan pcnggunaan tanah ‘penataan pcnguasa'm tanah
: x dan penataan pemilikan tanah dalam rangka pcnycdlaan kavclmg tanah matang,

~ b Membangun jaringan prasarana lmgkungan mendahului kegiatan membangun rumah :
memelihara dan mengelolanya sampal dengan pcngcsahan dan pcnyemlnnnya kcpada
pcmcrmtah dacrah; o -

C.. Mengkoordnmsukan penyeienggar an penycdlaan uhhtas umum

~d. Membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak bcrkemgman melepaskan hak alas t'mah
© di dalam atau disckitarnya dalam melakukan konsohdasn tanab; -

¢, \/Ielakukan peng]njauan lingkungan. R
e Menyedlakan tanah untuk sarana imgkungan
g. Membangun rumah. . S

o S o PASAL25.::' R T o
(D Pemb’mgumn lmgkungan s:ap bangun yang dilakukan masyarakat pumhk tanah mclalun
- konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pad'1 P‘lS'll 7, dapat dihkukan secara
- berlah'ap yang mehpuh keglatan keglatan -

Toa. pcmatangan lanah o _ R T
b. penataan, penggunaan pcnguasaan dan pcmlhkan tanah
c. penyediaan prasarana lingkungan; .. -
L cl pcnghljau'm lingkungan; - .
e pengfidaan tanah unfuk sarana lmgkungan ' : RETETEE o
: "(2) Pelaksanaan kc{cmuan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (l) dlatur dcngan Pera{uran '
l’cmermtah o Lo R P SR

- < PASALZG _ ERTERNPIORS BN
(l) Badan ugaha dlbldang pembangunan pcrumahan yang membangun lmgkungan sl'lp
bangun dilarang menjual kaveling tanah maltang lanpa rumah. 7 P
(2) Dengan memperhaukan ketentuan Pasal 24, sesuai dengan kebutuhan selcmpat badan
.- usaha dibidang pembangunan perumahan yang membangun lmgkungan s;ap bangun dapal
_ menjual kavelmg tanah matang ukura kecil dan scdang tanpa rumah. S g -
k (3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, mencngah dan besar hasﬂ upaya konsolxdam -
t'mah mlhk masyarakal dapat dlperjualbellkan tanpa rumah



' PASAI 27 - : 2
() Pcmcrmhh membcnkan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik

* datam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, scria melakukan pengawasan
dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman. e

V)] Pcmngk'it'm kualitas permukiman sebagalmana dlmaksud dalam ayat (]) berupa kegiatan-
kegiatan : .

a. perbaikan atau pemugaran
“b. peremajaan; :
¢, pengelolaan dan pemchharaan yang berkel'nuumn

~ (3) Penyelenggaraan kegiatan sebfig‘umana dlmaksuu dalam ayat (l) d'm ayat (2) dlalur
- deng‘m Peraluran l’emcrmtah » :

PASAL 28

(1) Pemerintah Daerah dapat mcnelapk.an sualu lmgkungan permukmlan sebagal permukunan :
kumuh yang tidak layak huni. = .

(2) Pemerintah © daerah -~ bersama- sama - masyar‘akat mcngupayak'm langkah langkah '
pehksanaan program peremajam !mgkungan kumuh unluk menmgkatkan kcsejahteraan '
masyarakat penghuni. ' L SR

i (3) Pelaksanaan ketenfuan sebaQannana dlmaksud dalam ayat (l) dan ayal (2) dlatur dcngan
Pcraturan Pemerintah. - : S . s :

| " BABV
PERAN SER’I‘A MASYARAKAT N T
: - PASAL2Y . o e s
~ (l) Scttap warga negara mempunyal hak dan kesempatan yang sama dan scluas 1uasnya untuk '
- berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permuklman =

(2) Pclaksanaan peran serla masyarakat sebagalmana dlmaksud ‘dalam ayat (l) d'\pal_
dllakuk'm secara pcrseorangan atan dalam bentuk usaha bcrsama AT

o BAB Vl |
: PEMBINAAN
o _ PASAL 30 Lok S
' (l) Pcmermtah nwhkukan pcmbmaan dlb1dang pemmahan dan permuklman dalam benluk

- pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan ‘dan  kemudahan, pcnellllan dan '

- pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendallan S
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha di b:dang perumahan dan permuklman

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimam dmnksud dahm ayat (D dan ayat (2) dlatur dengan "
: Peraluran Pemermtah AR _ R

PASAL 31

Pembangunan perumahan dan permukmmn dlselenggarakan bcrdasarkan rencana tata ruang o
wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah ‘bukan perkotaan yang mcnyeluruh dan

terpadu yang dltelapkan oleh Pemcnnlah daerah dengan mempertnmbangkan berbagai aspek .
) yang terkalt serta rencana program dan prlorltas pembangunan perumahan dan permuklman S



PASAL 32

(1) Penyediaan tanah untuk pcmbangunan perumahan dan pcrmuklman dlsclcngbarakan
_ dcngan : : : : :

a. Pcngguman tanah yang langsung dlkuasal Ncgara,
b. Konsolidasi tanah olch pemilik tanah;

¢. Pelepasan hak atas tanah oleh pemlllk tanah yang dlhkukan scsual dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

(2) Tata Cara penggunaan tanah yang langsung dlkllﬂS‘ll Negara dan tata cara konsolidasi
. tanah oleh pemilik tanah sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) butir a dan b diatur
dcngan Peraturan Pememmh FE .

PASAL 33

(D) Umuk mcmbcrlkan bantuan dan/atau kcmudahan kcpada masyarakat dalam membangun
rumah scndm atau memlllkl rumah Pemermlah mehkukan upaya pemupukan dana. _ -

2) Bantuan daualatau kcmudahan scbagalmana dlmaksud dalam ‘ayat (1) berupa kredlt
pemmahan ' :

PASAL 34

l’emermtah membenkan pcmbmaan ﬂgar penye!enggaraan pembangumn pcrunmhau dan .
_ ‘pcrmuklman selalu memanfaaikan teknik dan teknologi, industri bahan bangunan, jasa
_ konsiruks; rekayasa d'm rancang bangun yang tepat guna dan seram dengan lmgkungan _

PASAL 15

) Pcmermtah dapat menycrahkan scbaglan urusan dl bldang perumahan dan permukiman
-~ kepada pemermlah daerah. -

(2 Pelaksana'm ketenluan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (I) dlatur dengan Peraturan '
E Pemermtah -

e BABVII SR
KETENTUAN PIDANA e
TS : § PASAL36 e Gl
: '; (l) Scuap orang atau bad‘m dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayal (l), '
- Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dcngan pld'ma penjara selama—lamanya 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda setmggl tmggmya Rp 100 000 000, 00 (Seralus Juta

Ruplah) -

| (2) Setiap orang karéna kelalalannya mengaklbatkan pelanggaran atas kctemuan scbag‘mmna '
* dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dlpldana dengan pidana kurungan selama—lamanya 1
(satu) tahun danfatau denda selinggi- tmggmya Rp 10. 000. 000 00 (Sepuluh juta rupiah).

o (3) Setiap badan karcna kelalalannya mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana -

dimaksud dlaam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dlpldana dengan pidana -

kurungan selama lamanya 1 (satu) tahun danfatau denda setmggl tmggmya Rp :
2 100. 000 000 00 (seratus juta rupmh) AR . 7
' (4) Sel}ap orang atau badan dengan scngaja melanggar ketemuan dalam pasal 12 ayat (l) .
. dipidana dengan pidana penjara sclama-lamanya 2 (dua) tahun dan/alau denda setmggl-
- tmggmya Rp 20 000 OOO 00 (dua puluh Juta mplah) : '



PASAL 37

Sctiap orang atau badan dengan sengaja mclanggar ketentuan harga terlmggl sewa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
2(dua) tahun da denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

COBABVHL
KETENTUAN LAIN-LAIN -
- PASAL38

]’enerapan ketentuan pidana scbagalman dnmksud dalam Pasal 36 tldak mcnghlhngk'm _
kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan und’mg-und’mg lm

PASAI. 39

- Jika chajlban sebagalmam dimaksud dalam Pasal 38 tidak d1pcnuhl olch suatu badanw
- usaha di bldang pcmbangunan perumahan dan pcrmukunan maka izin usaln bad'm tersebul
- dicabut. - ; : S . . . Lo

BAB IX -
o KETENTUAN PERALII!A\I
' PASAL 4[)

._Pada ‘saal mu]a; bcrlakunya Undang undang ini, semua pcraluran pclaksanaan (ll bldang
peruma‘h’m dan permuklm'm yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bcrtcntangan _
dengan undang-undang ini atau bclum dlganu '1lau dlubah bcrd'lsarkan undang-undang ini.

BAB X
KFTEN T UAN PENUTUP
o PASAL 41

Pada saat mulal berlakunya undang undang ini, Undang-undang nomor l hhun 1964 tcmang
" Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok
perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor |
2476) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3 lambahan Lembaran
‘\!cgara Nomor 261 1) dmyatakan tldak berlaku RN : '

. ST PASAL42 L At ; ,_ N
' Undang-undang ini mulai bcr]aku pada tanggal dlundangkan dan penerapannya dlatur dcngan _

Peraturan Pemerintah selambat lambalnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang un_ ; -:.}'

dmndangkan N R

o Agar sctlap orang mcngetahumya memenntahkan pengundangan Undang undang lm dcng‘m =
- penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesna B :
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